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Abstrak 

Kerusakan lingkungan akibat bencana alam merupakan permasalahan kompleks yang membutuhkan respons sistematis dari 

pemerintah daerah yang memiliki kewajiban dalam mitigasi dan rehabilitasi lingkungan. Pengabdian ini bertujuan mengkaji 

efektivitas kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kerusakan lingkungan pascabencana, 

dengan studi kasus di Desa Wangunjaya, Kecamatan Agrabinta, yang terdampak banjir Sungai Cibuni. Metode pengabdian yang 

digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluatif berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Wangunjaya. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa efektivitas 

implementasi kebijakan penanggulangan bencana masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di wilayah rawan bencana 

seperti Sungai Cibuni yang melintasi kecamatan Kadupandak, Tanggeung, dan Agrabinta. Temuan pengabdian diharapkan dapat 

memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih 

komprehensif dan efektif, serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko lingkungan. 

Kata Kunci: Bencana Alam, Kerusakan Lingkungan, Pemerintah Daerah. 

 

 
Abstract 

Environmental damage due to natural disasters is a complex problem that requires a 

systematic response from local governments that have obligations in environmental 

mitigation and rehabilitation. This service aims to assess the effectiveness of policies and 

strategies of the Cianjur Regency Government in overcoming post-disaster 

environmental damage, with a case study in Wangunjaya Village, Agrabinta District, 

which was affected by the Cibuni River flood. The service method used is qualitative 

analysis with a descriptive and evaluative approach based on empirical data obtained 

through Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik activities in Wangunjaya Village. The 

results of the service show that the effectiveness of disaster management policy 

implementation still faces significant challenges, especially in disaster-prone areas such 

as the Cibuni River which crosses Kadupandak, Tanggeung, and Agrabinta sub-districts. 

The findings of the service are expected to provide practical contributions for local 

governments in developing more comprehensive and effective disaster management 

policies, as well as increasing community resilience to environmental risks. 
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I. PENDAHULUAN 

Kerusakan lingkungan hidup akibat bencana alam telah menjadi isu yang semakin rumit dan 

mendesak, sehingga membutuhkan respons serius dari pemerintah melalui penyusunan kebijakan yang 

efektif, penegakan hukum yang konsisten, serta sinergi dan optimalisasi kerja sama antar-lembaga. 

Dilapangan terlihat keterlibatan masyarakat melalui partisipasinya di lapangan dalam kebijakan lingkungan 

melalui penerapan instrument hukum yang efektif, serta pembangunan berkelanjutan (Oktora, 2023). 

Kerusakan lingkungan akibat bencana alam merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius 

dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam 

menanggulangi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh bencana alam melalui berbagai strategi dan 

kebijakan yang efektif. Pemerintah daerah berperan sebagai penghubung utama dalam meningkatkan 

kapasitas adaptasi di tingkat lokal.  

Peraturan atau perundang-undangan merupakan instrumen hukum yang mengatur tindakan dan 

kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam. Peraturan 

tersebut dapat berupa undang-undang, peraturan daerah, atau perintah eksekutif  yang diberlakukan oleh 

pemerintah pusat maupun daerah. Kemampuan pemerintah daerah untuk menanggapi bencana alam 

bergantung pada peraturan dan perundang-undangan yang kuat dan komprehensif. Peraturan tersebut 

memberikan instruksi dan arahan yang tepat tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, 

dan siapa yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana. Pemerintah daerah dapat membuat 

strategi, program, dan rencana aksi yang efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap standar yang 

ditetapkan dengan bantuan kebijakan dan kerangka peraturan yang solid (Munawir, Rewa, and Taufik 2023). 

Kabupaten Cianjur adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki risiko bencana 

tinggi. Kondisi alamiah seperti intensitas curah hujan yang signifikan tinggi, serta pengelolaan lingkungan 

yang belum optimal menjadi penyebab utama banjir yang sering terjadi di Cianjur Selatan, di mana Sungai 

Cibuni yang melintasi beberapa kecamatan seperti Kadupandak, Tanggeung, dan Agrabinta mengalami 

risiko bencana yang lebih kompleks, Aliran sungai ini sering mengalami peningkatan debit air yang 

signifikan saat musim hujan, menciptakan zona rawan banjir yang membutuhkan perhatian serius dari 

pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. 

Beberapa pengabdian sebelumnya telah dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah 

daerah dalam menangani bencana alam. Berikut ini adalah beberapa contoh pengabdian terkait. Pengabdian 

dalam penelitian “Assessment of Local Government Capacity for Disaster Risk Reduction in Indonesia” 

bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana di 

Indonesia. Hasil pengabdian menunjukkan adanya variasi kemampuan pemerintah daerah di berbagai 

daerah, dan merekomendasikan peningkatan dalam pengembangan kapasitas untuk penanggulangan 

bencana. Pengabdian tersebut menganalisis kapabilitas pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam. 

Temuan pengabdian menunjukkan bahwa terdapat kekurangan dalam perencanaan dan implementasi 

program penanggulangan bencana di tingkat lokal dan merekomendasikan perbaikan koordinasi dan 

kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemangku kepentingan terkait (Mendoza, Bruno, and Olpenda 

2016).  
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Meskipun telah ada berbagai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tindakan dan 

kewajiban pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam, efektivitas implementasinya masih 

menjadi tantangan. Sungai Cibuni yang melintasi kecamatan, seperti Kadupandak, Tanggeung, dan 

Agrabinta, sering mengalami peningkatan debit air saat musim hujan, menciptakan zona rawan banjir yang 

membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Maka dari itu, pengabdian ini 

berupaya mengkaji efektivitas kebijakan dan strategi pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam 

menanggulangi kerusakan lingkungan akibat bencana alam serta menemukan solusi yang lebih efektif untuk 

meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat setempat. 

II. METODE  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata Tematik di 

Desa Wangunjaya, Kecamatan Agrabinta yang bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan yang 

dialami oleh masyarakat, serta menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu 

menyelesaikan permasalahan. Sasaran dari kegiatan ini yaitu masyarakat Desa Wangunjaya yang terkena 

dampak signifikan terhadap sektor pertanian. Ketika banjir melanda, lahan pertanian terendam air dalam 

waktu yang lama, kerusakan struktur tanah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan yang berujung 

pada kegagalan panen. Pengabdian yang dilakukan berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar dapat 

menghadirkan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memiliki 

peran penting dalam mendukung hal tersebut, terutama ketika hasilnya dapat berkontribusi langsung 

terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang 

dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat nyata, diperlukan strategi yang terarah dan sinergi yang kuat 

dari pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat bencana 

alam. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang diperoleh dianalisis 

berdasarkan pendapat para ahli, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis 

ini bertujuan untuk menggali makna, pola, serta keterkaitan antar konsep sehingga hasilnya dapat disajikan 

dalam bentuk deskripsi lisan maupun tulisan yang komprehensif dan sistematis. Tahapan kegiatan yang 

dilakukan adalah:  

 

(1) Identifikasi masalah dan perencanaan program dengan cara melakukan survei dan wawancara 

dengan masyarakat dusun-dusun Desa Wangunjaya untuk memahami permasalahan utama terkait kerusakan 

lingkungan akibat bencana alam;  

(2) Pelaksanaan program dengan cara memberikan wawasan tentang kebijakan pemerintah daerah 

dalam penanggulangan bencana serta pelatihan mitigasi bencana berbasis komunitas; dan  

Identifikasi masalah 
dan perencanaan 

program 

Pelaksanaan program 
dengan cara 

memberikan wawasan 

Monitoring dan 
evaluasi dengan cara 
memberikan umpan 

balik dari masyarakat  
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(3) Monitoring dan evaluasi dengan cara memberikan umpan balik dari masyarakat yang dikumpulkan 

sebagai bahan analisis guna menilai sejauh mana program telah memberikan dampak positif kepada 

pemeritantah daerah. Berdasarkan hasil evaluasi, strategi yang diterapkan akan diperbaiki dan disesuaikan 

agar program dapat berjalan secara lebih berkelanjutan serta memberikan manfaat jangka panjang bagi 

masyarakat Desa Wangunjaya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Program pengabdian kepada masyarakat ini dihasilkan dari pengamatan lokasi Kuliah Kerja Nyata 

Tematik di Desa Wangunjaya dengan ditemukannya lokasi dusun yang terdampak akibat bencana dengan 

meluapnya Sungai Cibuni di Kecamatan Agrabinta yang telah menyebabkan berbagai kerugian yang 

signifikan bagi masyarakat dusun setempat. Banjir yang terjadi akibat luapan sungai ini sering kali 

berdampak besar pada sektor pertanian dan perekonomian masyarakat di Dusun 1 Desa Wangunjaya. 

Luapan sungai menggenangi lahan pertanian, menyebabkan kerusakan pada tanaman dan mengakibatkan 

gagal panen. Sawah yang terendam dalam waktu lama mengalami penurunan kualitas tanah, sehingga 

produktivitas pertanian menurun dan berdampak pada ketahanan pangan masyarakat. Bencana banjir 

umumnya terjadi pada musim hujan ketika intensitas curah hujan meningkat, yang menjadi faktor pemicu 

terjadinya banjir. Analisis terhadap kerusakan lingkungan dilakukan melalui pengumpulan data untuk 

mengidentifikasi jenis serta tingkat kerusakan di lokasi pengabdian. Selanjutnya, data yang telah 

dikumpulkan dianalisis lebih lanjut untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Meskipun berbagai 

upaya telah dilakukan, temuan lapangan mengindikasikan tiga masalah utama dalam penanganan bencana 

di Kecamatan Agrabinta, yaitu: (1) disparitas antara kerangka regulasi nasional dengan kapasitas 

implementasi daerah, (2) lemahnya mekanisme compliance terhadap Perda pengelolaan DAS, dan (3) 

terbatasnya partisipasi masyarakat dalam sistem peringatan dini berbasis komunitas. Kondisi ini diperparah 

oleh kerentanan ekologis spesifik DAS Cibuni yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang kontekstual. 

Tabel 1. Nama Sungai yang Melintasi Desa di Kecamatan Agrabinta 

Desa Nama Sungai 

Sinarlaut Cibuni, Cisokan, Citoe 

Bojongkaso Cibuni, Cipetir, Cisujen, Naringgul 

Sukamanah Cisokan, Cidadap, Cipamali 

Wanasari Cidahon, Cisokan 

Karangsari Cisokan 

Neglasari Cigadog, Cireang 

Mulyasari Cibuni 

Bunisari Cibuni 

Mekarsari Cisokan, Cikandang, Ciagra 

Tanjungsari Cidahon Alit, Citapen 

Wangunjaya Cibuni, Citoe 

 

 Berbicara mengenai konsep keadilan dalam hukum, termasuk dalam konteks peran pemerintah 

daerah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat bencana alam, merupakan aspek yang bersifat 

normatif dan filosofis. Dalam The Pure Theory of Law yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, hukum 

dipandang sebagai suatu sistem normatif yang harus dianalisis secara ilmiah tanpa mempertimbangkan 
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aspek moral atau keadilan substantif (Rizhan 2020). Namun, dalam perspektif filsafat hukum dan teori 

keadilan, keadilan sering dikaitkan dengan pemenuhan hak dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks 

ini, keadilan sosial didefinisikan sebagai kondisi di mana semua individu dalam masyarakat mendapatkan 

perlakuan yang setara dalam hak dan kewajibannya, termasuk dalam upaya mitigasi dan penanggulangan 

bencana. Peran pemerintah daerah dalam menangani kerusakan lingkungan akibat bencana alam haruslah 

berorientasi pada prinsip keadilan distributif, partisipatif, dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa 

kebijakan yang diambil membawa dampak positif bagi semua pihak yang terdampak (Bustomi, 

Ariesmansyah, and Kusdiman 2022). 

Dalam upaya menanggulangi kerusakan lingkungan akibat bencana alam, pemerintah daerah 

memiliki tanggung jawab utama sebagai perannya dalam tata negara dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kebijakan lingkungan. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur hubungan antara 

pemerintah dengan masyarakat, termasuk bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya 

berdasarkan hukum yang berlaku (Artayasa 2020). Keberhasilan dalam menanggulangi bencana tidak hanya 

bergantung pada kebijakan teknis semata, tetapi juga pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau 

Good Governance. Konsep tata kelola yang baik dapat terwujud dengan membangun sinergi antara 

masyarakat sipil, sektor publik, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, 

lingkungan, serta aspek sosial. Good governance setidaknya harus memenuhi persyaratan partisipasi, 

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan keadilan (Nurhidayat 2023). Berikut adalah peran yang harus 

dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu: (1) menyelenggarakan penanggulangan bencana, menurut 

peraturan daerah penyelenggaraan penanggulangan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk dapat mengantisipasi terjadinya bencana, yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

berpotensi menimbulkan bencana, upaya pencegahan bencana, respons tanggap darurat, serta kegiatan 

rehabilitasi; (2) melaksanakan upaya pencegahan bencana, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak serta ancaman yang ditimbulkan oleh bencana. 

Pemerintah daerah harus meningkatkan upaya mitigasi dengan membangun infrastruktur pengendali banjir, 

seperti tanggul dan saluran drainase yang lebih baik, serta melakukan normalisasi Sungai Cibuni untuk 

mengurangi risiko banjir berulang. Selanjutnya, diharapkan adanya kesiapsiagaan dari lembaga yang 

bertugas dalam mengatasi dan mengantisipasi bencana guna mencegah serta meminimalkan kerugian besar 

setelah bencana terjadi; dan (3) pemerintah melakukan proses mitigasi guna menanggulangi bencana alam 

dengan untuk dapat mengurangi risiko yang terjadi, baik melalui pembangunan fisik maupun peningkatan 

kesadaran masyarakat agar lebih siap menghadapi ancaman bencana. (Rahim et al. 2023). 

 
Gambar 1.  Kondisi kerusakan lingkungan akibat bencana alam di wilayah Desa Wangunjaya, Kecamatan Agrabinta 
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Dalam menanggulangi kerusakan lingkungan akibat bencana alam, kerja sama antara pemerintah 

daerah dan masyarakat perlu dilakukan. Mengingat pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menyusun 

kebijakan, regulasi, serta menyediakan bantuan teknis dan finansial dalam upaya mitigasi dan rehabilitasi 

lingkungan. Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang 

diterapkan dapat berjalan efektif di tingkat lokal. Melalui pendekatan kolaboratif, pemerintah daerah dapat 

melakukan program penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang strategi mitigasi bencana dan 

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. 

Dalam konteks peran masyarakat dan negara, pemerintah daerah telah menerapkan berbagai 

instrumen ekonomi lingkungan hidup guna melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Masyarakat 

memiliki hak dan kesempatan yang setara serta seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, guna mendayagunakan serta mendorong 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kerusakan lingkungan hidup, diperlukan pemenuhan beberapa 

persyaratan, yaitu: (1) pemimpin eksekutif yang terbuka yang berguna untuk mengakomodasikan masukan 

dalam proses pengambilan keputusan dengan sikap terbuka dan bersedia menerima masukan.  Sikap tersebut 

tidaklah terbatas pada penerimaan secara pasif saja akan tetapi meliputi secara aktif mencari masukan 

dengan menghubungi masyarakat dengan pendekatan pribadi; (2) agar peraturan mengenai peran serta dalam 

undang-undang lingkungan hidup bersifat akomodatif, maka dalam berbagai regulasi terkait pengelolaan 

lingkungan perlu dicantumkan ketentuan mengenai partisipasi masyarakat. Dengan demikian, para 

pelaksana memiliki pedoman yang jelas dalam melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diatur oleh 

peraturan tersebut; (3) masyarakat yang peduli terhadap lingkungan; (4) organisasi non-pemerintah yang 

responsif; (5) informasi yang tepat; dan (6) koordinasi yang baik antara instansi terkait, baik secara 

horizontal antar sektor maupun secara vertikal antara tingkat pusat dan daerah. (Kadarudin, Husni Thamrin, 

and Arpina 2021). 

Berdasarkan hal tersebut untuk mendukung program keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat 

maka mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik di Desa Wangunjaya, Kecamatan Agrabinta 

memberikan pemahaman mengenai peran pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan 

akibat bencana alam dengan pendekatan secara aksi kolaboratif edukasi empowerment dalam kombinasi 

penyadaran dan pemberdayaan teknis kepada masyarakat dan penyelarasan kebijakan dengan kebutuhan 

lokal. Konsep ini bertujuan untuk mendistribusikan kekuasaan kepada masyarakat yang tidak memiliki daya 

agar menjadi lebih mandiri. Menurut Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto (2007), pemberdayaan 

adalah proses aktif dan menyeluruh yang melibatkan pemerintah serta kelompok masyarakat yang 

membutuhkan penguatan. Proses ini dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta 

pemberian berbagai kemudahan dan kesempatan untuk mengakses sumber daya guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. (Perceka 2018). Kegiatan kepada masyarakat tersebut bertujuan untuk 

meningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait dengan pengaturan yang ada dalam 

perumusan strategi pengelolaan lingkungan di daerah pengabdian dirumuskan berdasarkan pada Peraturan 

BNPB Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca 

Bencana. Regulasi ini memberikan panduan dalam proses pemulihan setelah terjadi bencana, mencakup 

tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi guna memastikan pemulihan yang efektif dan berkelanjutan yang 
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menekankan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, dalam 

upaya membangun kembali infrastruktur, ekonomi, sosial, serta aspek lainnya yang terdampak bencana. 

Melalui kegiatan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tersebut, diharapkan terjalin 

komunikasi efektif antara mahasiswa KKN Tematik, dan masyarakat setempat dalam membangun strategi 

mitigasi bencana yang komprehensif dalam kerusakan lingkungan yang harus dilakukan oleh pemerintah 

daerah. Pendekatan kolaboratif ini mewujudkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis yang 

dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana alam. Oleh karena itu, proses 

edukasi dan pemberdayaan akan menciptakan kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya upaya 

pencegahan dan adaptasi terhadap kerusakan lingkungan, serta membangun jejaring koordinasi yang efektif 

antara berbagai pemangku kepentingan di tingkat desa. 

IV. KESIMPULAN  

Peran pemerintah daerah harus tepat dalam menanggulangi dampak bencana melalui kebijakan yang 

efektif, penerapan instrumen hukum yang kuat, serta strategi mitigasi yang berbasis pada kebutuhan lokal 

khususnya di Desa Wangunjaya, Kecamatan Agrabinta. Permasalahan banjir yang kerap terjadi akibat 

luapan Sungai Cibuni menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat serta optimalisasi 

kebijakan lingkungan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Mahasiswa Kuliah Kerja 

Nyata (KKN) Tematik berkontribusi dalam upaya mitigasi bencana melalui sosialisasi dan penyuluhan 

kepada masyarakat, dengan pendekatan edukasi dan pemberdayaan yang melibatkan berbagai pihak dalam 

menyusun strategi mitigasi bencana yang menyeluruh dalam menangani kerusakan lingkungan yang 

menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, diharapkan strategi mitigasi bencana dapat berjalan lebih 

efektif dalam mengurangi risiko kerusakan lingkungan serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap 

bencana alam. 
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